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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), khususnya Perpu No. 1 Tahun 2004 menjadi
perbincangan menarik dan hangat diantara para pengel ola negara dalam mel aksanakan pemerintahan yang di
amanatkan kepada pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Perpu yang dikeluarkan oleh
Pemerintah dan mendapat persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat telah menjadi polemik bagi berbagai
pihak. Jikadilihat dari 1ahirnya Perpu tersebut yang dilandasi oleh kepentingan ekonomi, dalam hal ini
kepentingan investasi. Untuk itu, menjadi hal yag menarik untuk dikaji lebih jauh apalatar belakang
sesungguh dari dikeluarkannya Perpu tersebut. Apakah investasi di bidang pertambangan di Indonesiaini,
memang dibutuhkan pengaturan dengan menggunakan PERPU. Untuk mengetahui lebih mendalam terhadap
hal di atas, maka diperlukan penelitian yang berkaitan dengan lahirnya Perpu 1 Tahun 2004 dan kajian
terhadap penggunaan kawasan K ehutanan untuk keperluan investasi dalam bidang pertambangan ini.
Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan studi kepustakaan.
Untuk memperkuat dan validasi data juga dilakukan wawancara dengan informan, terutama yang berkaitan
dengan penentu kebijakan dan pihak yang terkena kebijakan.

Dari hasil studi ditemukan beberapa permasal ahan berupa kegiatan usaha yang diperbolehkan di kawasan
hutan (Hutan Lindung), usaha pertambangan pada kawasan hutan, tumpang tindih perizinan, dan kepastian
investasi dalam bidang pertambangan. Perijinan usaha pertambangan di hutan lindung secara hukum
dilarang sebagai mana ditentukan dalam Undang-undang Kehutanan No. 5 Tahun 1967 tentang K etentuan-
Ketentuan Pokok Kehutanan maupun Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang K ehutanan. Namun pada
kenyataannya, penambangan di kawasan hutan sudah berjalan dengan sistem pinjam pakai kawasan hutan
yang diatur oleh Keputusan Menteri Kehutanan. Lahirnya Keputusan Menteri Kehutanan yang mengatur
Pinjam Pakai Kawasan Hutan tersebut merupakan produk politik Pemerintah pada saat itu yang mempunyai
pengaruh sangat kuat. Dampaknya, setelah posisi Pemerintah tidak kuat maka dalam semua Kontrak
Pertambangan menjadi bermasalah dan investas di bidang pertambangan tidak lagi menjadi investasi yang
menarik bagi investor. Investor menjadi ragu akan kepastian hukum dan kepastian berusaha di bidang
pertambangan. Departemen Kehutanan sebagai pengelola hutan juga dalam keadaan yang tidak
menguntungkan, karena hutan Indonesia saat ini dalam keadaan rusak dan berbahaya bagi lingkungan.

Hutan tropis Indonesia bukan lagi menjadi milik bangsa Indonesia tetapi sudah menjadi bagian global dari
sistem kehutanan dunia. Kerusakan hutan semakin bertambah dengan adanya pembagian kewenangan antara
Pemerintah Pusat, Daerah Provins dan Daerah Kabupaten/K ota. L uas hutan semakin bertambah setelah
adanya otonomi daerah. Daerah masih menganggap hutan dari sisi ekonomi yang harus di ekploitasi untuk
memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tidaklah heran apabila semuainvestas yang berkaitan dengan
kawasan hutan akan mendapat sorotan yang tidak baik dari pemerhati lingkungan nasional maupun
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internasional. Akibatnya meskipun sudah ada Perpu ternyata belum menjamin kepastian hukum investasi
usaha pertambangan di Indonesia. Sudah saatnya dilakukan amandemen terhadap aturan hukum pengelolaan
sumber daya alam untuk mewujudkan pengel olaan sumber daya alam yang harmonis dan menarik bagi
investor.



